
GU BERXC R. G *R.CI{TAI,S
PERATURAN GUBERNUR GORONTATLO

NOMOR 5: TAHUN 2OL3

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.IA UNIT PHLAKSANA TEKI{I;S DINAS
BALAI LABARATORIUM KESEHATAN DI\ERAH

PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHI\ ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan Pasal LT peraturan Daerah Nrorrror 12

Tahun 2oL3 tenta.ng organisasi dan Tata Kerja Dinars Daerah

Provinsi Gorontalo, dipandang perluL membenh-r.k o.rganisasi

dan Tata Kerja unit pelaksana. Teknis Dinas Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah prorrinsi Goron,ta.lo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan ciubernur

Gorontalo tentang Pembentukan o:qganisasi dar.n lla.ta Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai la.boratoriuLrn ]Kesehatan

Daerah Provinsi Gorontalo;

undang-undang Nomor 8 Tahun rgr4 tentang lpolcok-pokok

Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indorresiiei Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan kmbaran Negru:a lRepublik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

undang-Undang Nomor 43 Tahun .Lggg {Lembararn Negara

Republik Indonesia Tahun l9g9 lVomor 169f , 
'llambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g89,0);

undang-undang Nomor 23 Tahun L992 tentang l(esehatan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lLgst2 Nomor

1oo, Tambahan l.embaran Negara Repubrik Irrdonesia

Nomor 3a95);

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2ooo tentang pemb,entukan

Provinsi Gorontalo (L,embaran Negera Republik Irrdonesia

Tahun 20oo Nomor 258, Tambahan kmbiuan Negara

Republik Indonesia Nomor aO6O);

Mengingat : 1.
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4. undang-undang Nomor 17 Tahun :2003 tentar:;g rKeuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahu.n 2003

Nomor 47, Tastbahan Lembaran Negara Republi.k Inrdonesia

Nomor a2861;

5. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oet4 tentang pemertntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'r'ahu.n 2oo4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In.donesia

Nomor 44371sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan undang-Undang Nomor Ltz rahun 20og tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Un.clang Nomor g2 Tahun

2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembeu.an. Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor sg, Tzunbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor agafl;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2(ro4 tentang perirrrbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat daLn pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor

L26, Tambahan Lembaran Negar:a Repubril< l.ndonesia

Nomor aa38l;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oLr tentang F,e,mbentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negiu:a Republik

Indonesia Tahun 2orr Nomor 82, Tambaha:r le.mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523;41;

8. Peraturan Pemerintah Nomor s8 Tahun 200s tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Ler:lbaran Nega.ra Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Le:nbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4Si,B);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2ctclr lentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara pernerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, danr pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2oo7 Nomor 82, Tambahan Lemb:rran Negarer R,epublik

Indonesia Nomor a7371;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 20ct7 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negar. R,epublik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 8s, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a740);
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11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun !)013 tentarrg organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provi:nsi Gorontalo (Jrmbaran

Daerah Provinsi Gorontaio Tahun 2013 Nomor 12, T'ambahan

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1O).

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMEIENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA T.EKNIS DIIV,AS BAI,AI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH P R:OVINSI GO FIO]\I'TALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud diengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Ciorontalo.

2- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraarl urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dern DpRD nrenurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oto:norni seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua.n Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalarrr undang- undan;g Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bu'pati, atau V/ralikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemer:intahan

daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontancr

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi (iororrtalo.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatah provinsi Go,rontalo.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana lfeknis Dinas

Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo rselanjutnya

disingkat UPTD LABKESDA.

8. Mikrobiologi adalah cabng ilmu dari ilmu biologi yang

mempelajari mikro organism.

9 - Media adalah alat atau bahan yang rrrembiakan lmmran atau

bakteri

1o. Reagens adalah zat kimia dengan kemunraian yang r:ulrrup unuk

sebuah analisis atau percobaan.

1 1. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tent.emg komposirsi, srlruktur

dan sifat zat atau materi.

12. Patologi adalah ilmu tentang penyakit.

13. Laboratorium Kesehatan kabupaten/kol-ei adalah labo:ra.torium

yangberada di dinas kesehatan maupun puskesmas.
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14. Desentralisasi adalah penyerahan wewe:nang pemert,nkrhran oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk me:ngatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam siystem Negrrra Kesatuan

Republik Indonesia.

15. Dekonsentasi adalah pelimpahan wewenang pemerinrlahanoleh

pemerintah kepada gubernur sebagai werlcil pemerinr[edr d,an/atau

kepada instansi vertical di wilayah tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuh Unit Pela-l,isiana Teknis

Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerahr pada Dinas Irlesehatan

Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DA}iI

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Llnsur pelal<sa:rraL teknis

operasional Dinas yang dipimpin oleh seorrang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

T\rgas Pokok

Pasal 4

unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaltsanakan

urLrsan laboratorium kesehatan serta kegia.tan teknis oprerasional

yang berhubungan dengan pelayanan kesehatann masyarrrkat dan

teknis penunjang dalam rangka mendukurng pelaksanai:rnr rugas

dinas;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagainlana dimal.:siucl dalam

Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai tr-aboratoriurn Kr:s,ehatan

Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi ::
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c .

d.

a.

b.

( 1 )

(21

men]rusun perencanaan kegiatan Lerboratorium. liiesehatan

Daerah;

men]rusun kebijakan teknis operasionral di bidang; pen:gelolaan

laboratorium kesehatan;

melaksanakan kegiatan teknis laboratorium keseharlian yang

secara langsung berhubungan dengan perlayanan mars,/arrakat;

melaksanakan pembinaan teknis dan. pengawasian terhadap

laboratorium kesehatan kabupaten/ kota;;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

susunan organisasi unit pelaksana Teknis lDinas, Balai

laboratorium Kesehatan Daerah provinsi Gorontalo terdir:i,atas :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensiia;

d. Seksi Kimia Patoligi.

struktur organisasi unit pelaksana Teknis Dinr:rs Balai

Laboratorium kesehatan Daerah sebaga.imana tercant.um pada

lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan deui Feraturan

Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala uprD bertanggung jawab

kepada kepala dinas.

(21 Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, inteFF,asi dan

sinkroninasi baik dalam lingkungan u'prD maut)un instansi
teknis terkait lainnva.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala uprD mempunyai lungsi :

a. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian pr:Jla_hsaanaan

tugas;

b. Penu5rusunan perencanaan dan pelaksemaan kegiatarrr teknis

oprasional dan teknis penunjang itibidang labo:ra,torium

kesehatan;

c. Penyelenggaran urLlsan ketatausahaan;
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d. Penyelenggaraan urusan mirkobiologi, me,dia, dan reagensia;

e. Penyelenggaran urusan kimia dan patologi;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada keprala dinas;

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikzur pelayanan

administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian 'l'at;a Usaha

mempunyai fungsi :

a. menyiapkan, menJrusun, meneliti, mengkoordi.ner.sh, dan

melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaiaan;

b. mengkoordinasikan, menganalisa dan menJrususu:n rumusan

penyelenggraan perencanaan program dal anggaran LtFlt'D;

c. melaksanakan administrasi keuangeur meliputi alkuntasi,

verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;

d. menyiapkan, menJrusun, meneliti, dan me.laksianakan,

administrasi surat menjrurat sesuai clengan kel.erntuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. melaksanakan dan mengatur fasilitasi rapat, pertr:muan dan

upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan adr:nj:nistrasi

perjalanan dinas;

f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, kearnanian dan

ketertiban kantor;

g. menyiapkan evaluasi dan menJrusun laporan.

Bagian Ketiga

Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensria

Pasal 1 1

Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia mempu'yi,Li tugas

melaksanakan, pelayanan peracikan, pemerilcasaan, mon.itori.ng dan

evaluasi terhadap jasa labotarium.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi mi.krobiologi, .Med:ia dan

Reagensia mempunyai fungsi :

a. men]rusun rencana program seksi milcrobiologi, rnedia dan

reagensia;
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b. menyiapkan petunjuk teknis, pedorman kerja, pretunjuk

pelaksanaan dan standar pemeriksaan rnirkobiologi serta standar

layananan peracikan media dan reagensiaL;

c. menJrusun petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaa

dan standar layanan peracikan media dan reagensia;

d. melakukan pengawasan layanan peracikan media dan reagensia;

e. mengkaji hasil pemerikasan mikrobiolgo;

f. mengkasji hasil peracikan media dan reag,ensia;

g. melakukan pengawasan kualitas bakteriologi, pa.:rasitologi,

serologi;

h. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sekt,r:r;

i. membuat laporan pemerikasaan mikrobiolog;i, layanan

reagensiadan media.

Bagian Keempat

Seksi Kimia dan Patologi

Pasal 13

seksi kimia dan patologi mempunyai tugas nrelaksanakarr pelayanan

pemerikasaan kimia dan patologi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya seksi kimia clan patolog:i m,empunyai

fungsi :

a. men]rusunan rencana program seksi kimier dan patologf;

b. men]rusun petunjuk teknis, pedorran kerja, pr:tunjuk

pelaksananaan dan standar pemerikasaan kimia dan pratologi;

c. melakukan pengawasan kualitas kimia klinik, kimia air,

toksikologi dan standar pemeriksaan kim:ia dan patoklgi ldinik;

d. mengkaji hasil pemeriksaan kimia dan patologi;

e. melakukan hubungan kerja/koordinasi lintas sektor;

f. membuat laporan pemeriksaan kimia dan patologi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diarrglka.t dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekreterris Daerah

Provinsi sesuai peraturan perundang-unda.ngan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan uprD dirrngkeit dan

diberhentikan sesuai peraturan perundanig-undangarr.
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BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Ciutre,rnur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.tr provinsi

Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturiln Gpbernur

Gorontalo Nomor 29 Tahun 2011 tentang pembentukan clrganisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai I;rbor;atorium

Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (ts;erita Daererh .provinsi

Gorontalo Tahun 2orl Nomor 29) dicabut dan dinyalalian tidak

berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada t.eurggal diteta;rkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya memerintahkan penrgundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Beritra Daerah

Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2OTg NOIIOR 5i
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR ' 5; TAHUN 2OI3
TANGGAL : ji, ]c*;;"j:cs, 20r3
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI D,{N TATA IiI}R.JA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS I]ALAI LABORI\I'ORIUM
KESEHATAN DAERAH PROVINSI CIORONTALO

SLI]3 BAGIAN
TA']'A USAHA

SEKSI
MIKROBIOLOGI,

MEDIA & REAGENSIA

SEK:SI
KIMIA & PTq,TOLOGI
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